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Perspektif para pakar tentang kewenangan bawaslu dan keadilan Pemilu
di Provinsi Jawa Barat menjadi fokus buku Bunga Rampai terbitan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat kali ini. Pemikiran para
penulis yang terpisah disatukan dalam buku Bunga Rampai bertema
Kewenangan Bawaslu dan Keadilan Pemilu. Diterbitkannya buku ini untuk
menjadi sarana dokumentasi hasil kerja keras dalam proses pemilu tahun
2019, serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja
dalam penegakan hukum pemilu sehingga pemilu yang luber-jurdil dirasakan
oleh semua pihak.

Buku ini mencoba memotret sisi keadilan dalam penegakan pemilu,, sesuatu
yang bersifat mendasar dalam kehidupan bernegara. Pemilu sebagai sarana
kedaulatan rakyat, dihadirkan sebagai instrument untuk memastikan adanya
transisi dan rotasi kekuasaan berjalan secara demokratis. Keadilan dalam
pemilu akan terwujud apabila dalam prosesnya pemilu menjamin bahwa
setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu
sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih dan
memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar
untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan
putusan.
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KEADILAN DALAM PENEGAKAN
TINDAK PIDANA PEMILU

DR. Hj. Dede Kania, SH.l., M.H.

Pengantar

Tulisan ini mencoba memotret sisi keadilan dalam penegakan tindak pidanz
pemilu, sesuatu yang bersifat mendasar dalam kehidupan bernegare
Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, dihadirkan sebagai instrumer
untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan secar:
demokratis. Pemilu berkeadilan terutama ditunjukkan terutama denge

integritas dari penyelenggara.

Menurut Norris (2014) terdapat hubungan antara integritas pemilu denga”
transisi rezim, proses demokratisasi dan reformasi institusi. Penyelenggarz
yang mampu menjaga integritas mampu menegakkan keadilan pemil
dapat mendorong tingginya angka partisipasi masyarakat. Sebaliknyz
penyelenggaraan pemilu yang tidak berkeadilan dan penuh denge
kecurangan dapat melemahkan legitimasi sistem demokrasi. Adapus
penegakan hukum tindak pidana pemilu merupakan sebuah proses yan:
harus diselenggarakan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran terhada:

aturan yang ditetapkan dalam UU Pemilu.

Tindak pemilu secara sederhana dapat diartikan sebagai delik yang terjac
dalam suatu proses penyelengaraan Pemilu. Definisi lain dari tindak pidar:
pemilu terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPF
DPD, DPRD, yang diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuz”
pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang menyelesaianny:
dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Tinda

pidana pemilu juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan/perbuatan yang
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melanggar ketentuan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang
diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu (Topo
Santoso dan ida Budhiati, 2019).

Penegakan hukum pidana pemilu sebagai bagian dari sistem peradilan
pidana pun tidak lepas dari asas keadilan, yang merupakan asas utama
dalam penegakan hukum. Berbeda dengan penegakan hukum pidana pada
umumnya, dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu terdapat peran
Bawaslu. Peran Bawasliu terdapat dalam Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang bersama-sama dengan pihak kepolisian
dan kejaksaan merumuskan suatu dugaan tindak pidana pemilu (TPP)
apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sentra Gakkumdu menjadi gerbang
penegakan keadilan dalam tindak pidana pemilu. Tindak fanjut suatu dugaan
TPP tergantung dari hasil pleno sentra gakkumdu.

Keadilan dalam Tindak Pidana Pemily

Berdasarkan tujuan hukum, ada tiga hal yang harus terpenuhi dalam
penegakannya, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Penegakan hukum menurut Gustav Radbruch harus memenuhi ketiga asas
tersebut. Dari ketiganya, keadilan merupakan asas utama dalam penegakan
hukum, karena berkaitan dengan kepastian dan kemanfaatan harus
didasarkan pada asas keadilan. Berbagai ahli menjelaskan bahwa keadilan
terkait dengan kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh kebenaran
dan kedudukan yang sama. Roscoe Pound misalnya, ia mendefinisikan
keadilan dalam bentuk persamaan pribadi sebagai hasil konkret yang
diberikan masyarakat. Sedangkan Hans Kelsen mendefinisikan keadilan
sebagai suatu tertib sosial yang dapat menjaga upaya pencarian kebenaran
berkembang dengan baik. Keadilan sebagai kemerdekaan, perdamaian,

demokrasi, dan toleransi.
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John Rawls (2011), melengkapi definisi kedua ahli hukum sebelumny:z
mendefinisikan Keadilan sebagai Fairness, yang artinya mengandung aszas
bahwa orang yang merdeka dan rasional haruslah memperoleh suaf
kedudukan yang sama pada saat memulai memulai kehendak untu:
mengembangkan kepentingannya. Rawls (2011) memandang keadilan tida+
saja meliputi konsep moral tentang individu tetapi juga bagaimanz

mekanisme pencapaian keadilan itu sendiri.

Keadilan dalam pemilu akan terwujud apabila dalam prosesnya pemilu
menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengar
proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memutihkan
hak pilih dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka
telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan

mendapatkan putusan.

Lebih lanjut, pemilu berkeadilan ketika tersedia regulasi, terdapat jaminan
hak bagi setiap orang untuk mengajukan pengaduan, penyelenggara yang
professional, adil, imparsial dan terpenting perilaku masyarakat taat hukum.
Oleh karena itu, pentingnya Pemilu yang berkeadilan karena Pemilu sebagai
bukti kedaulatan rakyat, keadilan sebagai salah satu asas penting Pemilu
yang memiliki tujuan bahwa Pemilu yang jujur dan adil dalam tataran

normatif dan moralitas pelaksanaan Pemilu.

Dalam kerangka penegakan tindak pidana pemilu, asas keaditan ditujukan
supaya tercipta keadilan dalam seluruh proses penyelesaian perkara pidana
pemilu. Hal ini berarti mulai dari perumusan delik sampai penegakan hukum
oleh Bawasiu dan Aparat Penegak Hukum semata-mata harus didasarkan

keadilan. Untuk itu, proses penanganan tindak pidana Pemilu harus

mengedepankan keadilan dalam konteks legalitas hukum, adil dalam
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menerapkan substansi norma dan menerapkan perlakuan yang sama dan

setara terhadap setiap penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu.

Problematika Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Terdapat masalah dalam pengaturan tindak pidana pemilu baik dalam
hukum materilnya maupun hukum formilnya sehingga menghambat proses
penegakan hukum pidana itu sendiri. Masalah dalam hukum materil terletak
pada klasifikasi tindak pidana pemilu, sedangkan masalah dalam hukum
formil terletak pada mekanisme penanganan tindak pidana pemilu. Dalam
mekanisme penanganan di satu sisi UU Pilkada dan UU Pemilu menetapkan
bahwa mekanisme penanganan tindak pidana pemilu mengacu kepada
KUHAP, tetapi di sisi lain UU Pilkada dan UU Pemilu menetapkan
pengaturan penanganan yang berbeda dengan KUHAP. Dalam tataran
norma peraturan perundang-undangan pemilu belum cukup jelas dan
lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Selanjutnya setiap
kali dalam proses penanganan sarat muatan politik yang mengarah pada
negasi (pengingkaran). Terakhir terkait substansi hukum (hukum materil)
dan hukum acara (formil) tindak pidana pemilu belum jelas sehingga
membuka ruang perdebatan yang menghambat proses penegakan hukum

pidana.

Berdasarkan catatan probelmatika penanganan tindak pidana Pemilu
tersebut dalam proses penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan oleh
Sentra Gakkumdu harus terdapat jaminan prosedural dalam penyelesaian
tindak pidana Pemilu seperti halnya mengenai ketentuan yang mengatur
sistem penyelesaian sengketa pemilu yang transparan, jelas, dan ringkas.
Akses atas proses keadilan pemilu yang lengkap dan efektif, keadilan

pemilu tanpa biaya, atau pembayaran atas jasa dengan biaya yang wajar,

putusan atau tindakan yang cepat dan tepat waktu untuk mengoreksi
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pelanggaran, hak untuk mendapatkan pembelaan, mengikuti persida-
dan mendapatkan proses hukum yang adil dan putusan dan ketetapar
dilaksanakan sepenuhnya dan tepat waktu serta pengaturan perunc:
undangan Pemilu yang ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten.

Sebagai upaya perbaikan dalam menghadapi penanganan tindak o-

Pilkada yang akan datang maka terdapat catatan khusus sebagai berik.

- Penegakan hukum pemilu merupakan salah satu hal penting c=
penyelenggaraan pemilu;

- Keadilan pemilu, sebagaimana kerangka keadilan dalam hukum *
atas keadilan procedural dan keadilan substantive. Ked.:
berkelindan, tidak bisa dipilah prioritas pemenuhannya;

- Kepercayaan masyarakat atas pemilu berintegritas dapat terw.
apabila seluruh aspek penyelenggaraan pemilu dianggap c:
memenuhi rasa keadilan yang diharapkan;

- Penegakan keadilan pemilu merupakan sebuah sistem yang dijalz

secara berkelanjutan, mulai dari masa persiapan, penyelenggaraan -

evaluasi,




